
MENTERI KESEHATAN 
REPU8UK INDONESIA 


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002 

TENTANG 

PERUBAHAN AT AS PERATURAN MENTERI KESEHATAN Rl 
NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993 
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 


Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti 
tercanturn pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 922/ 
Menkes/SK/X/1990 tentang ketentuan dan Tata cara 
Pemberian Ijin Apotik sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta 
jiwa sernangat Otonomi Daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang 
Pernerintahan Daerah; 

b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri 
Kesehatan tentang perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 

Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St. 193 7 No. 54 1); 

2. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 No.100, Tambahan 
Lembaran Negara No.3495); 

3. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Tahun 1997 No.10, Tambahan 
Lembaran Negara No.3671); 

Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika 


4. 
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(Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan 
Lembaran Negara No.3698); 

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor. 60 
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 378); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 
72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3 
848); 

7. Peraturan Pernerintah No.25 Tahun 1980 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pernerintah No.26 Tahun 1965 
tentang Apotik (Lembaran Negara Rl Nomor. 40 tahun 
1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan.(Lembaran Negara Rl Nomor. 49 
Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Nomor. 138 Tahun 1998 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3781); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom: 
(Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3952 Tahun 2000) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERU¬ 
BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

NOMOR. 922/MENKES/SK/X/1993 TENTANG KETENTUAN 

DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK. 
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7. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1965 tentang Apotik 
(Lembaran Negara RI Nomor. 40 tahun 1980, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3169); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan.(Lembaran Negara RI Nomor. 49 Tahun 1996, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 
138 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3781); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 
tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 Tahun 
2000 ). 


MEMUTUSKAN 


Menctapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR. 922/MENKES/SK/X/1993 TENTANG KETENTUAN 
DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK. 


BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Mengubah beberapa ketentuan dalam pasal 1, 3, 4, 7, 9, 12, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, dan 33 
ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Pasal 1. 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

a. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan 
penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat. 

b. Apotf.ker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengu^apkan sumpah 
jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. 
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c. Surat Izin Apotik atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada 
Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk 
menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu. 

d. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik 
(SIA). 

e. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik disamping Apoteker 
Pengelola Apotik dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka 
Apotik. 

f. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker pengelola Apotik 
selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) 
bulan secara terus - menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak 
sebagai Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain. 

g. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker; 

h. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada 
Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi 
penderila sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

i. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat , obat asli Indonesia, alat kesehatan dan 
kosmetika. 

j. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus , mesin, implan yang tidak mengandung 
obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan 
meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada 
manusia, dan atau untuk membentuk stmktur dan inemperbaiki fungsi tubuh. 

k. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan. 

l. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk 
melaksanakan pengelolaan Apotik. 

m. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang kesehatan. 


2. Pasal. 3 

(1) Pengelolaan Apotik di daerah-daerah tertentu dapat dinyatakan sebagai pelaksanaan 
Masa Bakti Apoteker bagi Apoteker yang bersangkutan; 

(2) Daerah-daerah tertentu dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 
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3. Pasal 4 

(1) Izin Apotik diberikan oleh Menteri; 

(2) Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotik kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten / Kota; 

(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian 
izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotik sekali setahun 
kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Propinsi; 


4. Pasal 7 

(1) Pennohonan Izin Apotik diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-1; 

(2) Dengan menggunakan Formulir APT-2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
selambat-lambatnya 6 (enam ) hari kerja setelah menerima permohonan dapat 
meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan 
setempat terhadap kesiapan apotik untuk melakukan kegiatan; 

(3) Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 
6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten / Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan 
contoh Formulir APT-3; 

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak 
dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan 
kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan 
tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir 
Model APT-4; 

(5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud ayat (4) 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotik 
dengan menggunakan contoh Formulir Model APT- 5; 

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala 
Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12(dua belas) hari kerja 
mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model 
APT.6; 

(7) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Apoteker diberi 
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan. 
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5. Pasal 9 

Terhadap permohonan izin apotik yang temyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud 
pasal 5 dan atau pasal 6 , atau lokasi Apotik tidak sesuai dengan permohonan, maka 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat- 
lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan 
alasan-alasannya dengan mempergunakan contoh Fonnulir Model APT- 7. 

6. Pasal 12 

(1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sediaan 
Farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin; 

(2) Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang 
digrnakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara 
lain yang ditetapkan oleh Menteri. 


7. Pasal 19. 

(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka 
Apotik, Apoteker Pengelola Apotik harus menunjuk Apoteker pendamping.; 

(2) Apabila Apoteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pendamping karena hal-hal 
tertentu berhalangan melakukan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotik menunjuk 
Apoteker Pengganti; 

(3) Penunjukan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten /Kota dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Propinsi setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APT.9; 

(4) Apoteker Pedamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi persyaratan 
dimaksud dalam Pasal 5; 

(5) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya? lebih dari 2 
(dua) tahun secara terus menerus, Surat Izin Apotik atas nama Apoteker 
bersangkutan dicabut. 


8. Pasal 24 

(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik meninggal dunia, dalam jangka waktu dua kali 
dua puluh empat jam, ahli waris Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan 
kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 

(2) Apabila pada Apotik tersebut tidak terdapat Apoteker pendamping, pada pelaporan 
dimaksud ayat (1) wajib disertai penyerahan resep, narkotika, psikotropika, obat 
keras dan kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika; 
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11. Pasal 27 

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir 
Model APT-15. dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas 
Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat. 


12. Pasal 29 

Pengamanan dimaksud Pasal 28 wajib mengikuti tata cara sebagai berikut : 

a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, Psikotropika, obat 
keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di Apotik; 

b. Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan 
terkunci; 

c. Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota, tentang penghentian kegiatan disertai laporan 
inventarisasi yang dimaksud dalam huruf (a). 


13. Pasal 30 

(1) Pembinaan terhadap apotik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai 
dengan Daerah, atas petunjuk teknis Menteri; 

(2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Apotik sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Badan POM; 

(3) Tata cara pemeriksaan menggunakan contoh Formulir Model APT-16. 


14. Pasal 31 

Pelanggaran terhadap Undang-undang obat keras Nomor. St. 1937 No. 541, Undang- 
undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang 
Psikotropika, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 


15. Pasal 33 (2) 

Apotik yang telah memiliki izin apotik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 
922/Menkes/Per/X/1993 tentang Pemberian Izin Apotik dianggap telah memiliki ijin 
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
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(3) Pada penyerahan dimaksud ayat (1) dan (2), dibuat Berita Acara Serah Terima 
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) dengan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan contoh formulir Model APT. 11, 
dengan tenibusan Kepala Balai POM setempat. 


9. Pasal 25 

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotik apabila : 

a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau; 

b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 ayat 

(2) dan atau; 

c. Apoteker Pengelola Apotik terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) 
dan atau; 

d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan atau; 

e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotik dicabut dan atau; 

f. Pemilik sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan di 
bidang obat, dan atau; 

g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6 . 

(2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat. 


10. Pasal 26 

(1) Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 
(g) dilakukan setelah dikeluarkan : 

;i. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotik ';ebanyak 3 (tiga) 
kali berturut-tumt dengan tenggang waktu masing-masing 2(duj) bulan dengan 
menggunakan contoh Formulir Model APT-12. 

b. Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6(enam) bulan 
sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotik dengan 
menggunakan contoh Formulir Model APT-13. 

(2) Pembekuan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dapat 
dicairkan kembali apabila Apotik telah membuktikan memenuhi selurah persyaratan 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh Formulir 
Model APT-14.; 

(3) Pencairan Izin Apotik dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah menerima laporan 
pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 
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Pasal II 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan 
penempatannya dan Bcrita Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di JAKARTA 
pada tanggal 29 Oktober 2002. 



S r 

Dr. ACHMAD SUJUDI 
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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002 

TENTANG 


PERUBAIIAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI 
NOMOR. 922/MENKES/PER/X/l 993 

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIANIZIN APOTIK 


MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 


Menimbang 


Mengingat 


a. bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti tercantum pada 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 922/Menkes/SK/X/1990 
tentang ketentuan dan Tata cara Pemberian Ijin Apotik sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan 
masyarakat serta jiwa semangat Otonomi Daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan ICeputusan Menteri Kesehatan 
tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
922/MENKES/SK/X/l 993 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin Apotik. 

1. Undang-undang ObatKeras (St.1937 No.541); 

2. Undang-undang No.23 Taliun 1992 tentang Kesehr :an (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara 
No.3495); 

3. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran 
Negara No.3671); 

4. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara 
No.3698); 

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Nomor. 60 Tahun 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 378); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor. 72 Taliun 1999 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3848); 



FORM. APT- 2. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN 

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002 

TENT ANQ : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBER1AN IZIN APOTIK 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA 


Nomor : 

Lampiran 

Perihai : Permohonan Izin Apotik 


Kepada Yth; 

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 


di- 


Sehubungan dengan surat permohonan dari Apoteker .Nomor. Tanggal.perihai 

permohonan izin Apotik, maka dengan ini kami lugaskan Saudara scgera melaksanakan pcmeriksaan terhadap permohonan Apotik 

. <li alamat . hasil pdiiksanaan pemeriksaan terscbut supaya disampaikan kepada kami 

dalam bentuk Berita Acara ( Form APT-3) selambat-lambatnya dalam waklu 6 (enam) hari kcrja sejak surat ini diterima. 

Demikianlali untuk dilaksanakan scbagaimana mestmya. 

Kepala Dinas Kesehattan Kabupaten / Kota 


NIP. 


Tembusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kesehatan R! di Jakarta 

2. Arsip . 














FORM. APT- 3 


LAMP1RAN KEPUTUSAN MENTERI KESEl-IATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002. 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMERIKSAAN APOTIK. 


BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK 

Pada hri ini.tanggal .Bulan .tahun. kami yang 

bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama : ..... 

Pangkat : .. 

Jabatan : . . 

NIP : ... 


2. Nama : . 

Pangkat : . 

Jabatan : .. 

NIP : . 

Berdasarkan sural lugas clari Kcpala Dinas Kcschalan Kabupalcn / Kota.Nomor 

tanggal.tahun.telah melalukan pemeriksaan setempat terhadap : 

Nama Apotik : . 

Alamat : . 

Kecamatan : . 

Kabupaten/Kotamadya : . 

Propinsi : . 


HASIL PEMERIKSAAN 


NO 

PERINCIAN 

PERSYARATAN 

KENYATAAN 

PENILAIAN 





TMS MS 

I 

BANGUNAN 





1. Sarana Apotik 

Sarana Apotik dapat 
didirikan pada Iokasi 
yang sama dengan 
kegiatan pelayanan 
dan komoditi 

iainnya diluar 

sediaan farmasi. 








































2. Bangunan Apotik sekurang- 
kurangnya memiliki ruang- 
an khusus untuk 



a. Ruang peracikan dan 

- ada 


penyerahan rescp. 

sesuai kebutuhan 


b. Ruangan Admihislrasi 

- ada 


dan kamar kerja 

sesuai kebutuhan 


apoteker. 



c. WC 

- ada 

sesuai kebutuhan 


3. Kelengkapan bangunan 
calon Apotik : 



a. Sumber air 

hams memenuhi per 

- Sumur / PAM/ - 


syaratan kesehatan. 

sumur Pompa 
dll 

b. Penerangan 

Hams cukup terang 

- PLN / generator 


sehingga dapat men- 
jamin pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
apotik. 

- Petromak dll 

c. Alat pemadam kebaka - 

Harus berfungsi 

.buah 

Ran. 

dengan baik 

dengan ukuran 


sekurang-kurangnya 

.Lb 


dua buah. 

.Lb 

d. Ventilasi 

Yang baik serta 

- Jendela.bh 


memenuhi persyara- 
tan Hygiene lainnya. 

- Ventilasi.... bh 

e. Sanitasi 

Harus baik serta 

- Saluran pembu - 


memenuhi persyara 

angan limbah: 


-tan Hygiene 

ada / tidak 


lainnya 

- bak-bak/tempat 
pembuangan 
sampah. 

Ada / tidak 

4. Papan Nama 

Berukuran minimal: 

Berukuran : 


Panjang : 60 cm 

Panjang.... Cm 


Lebar : 40 cm 

Lebar.cm 


Dengan tulisan: 

Dengan tulisan .... 


- Hitam diatas dasar 
putih. 

- Tinggi huruf mini¬ 
mal : 5 cm 

Tebal : 5 cm 











PERLENGKAPAN : 


1. Alat pembuatanpengolahan 
dan peracikan. 



a, Timbangan milligram 
dengan anak timbangan 
yang sudah ditera. 

• minimal l set 

- ada / tidal 

b. Timbangan Gram dengan 
anak timbangan yang - 
sudah ditera 

- minimal 1 set 

- ada/tidak 

c. Perlengkapan lain disesuai 
kan dengan kebutuhan. 


- ada / tidak 

2. Perlengkapan dan alat per - 
bekalan Farmasi: 
a. Leniari dan Rak untuk pc 
nyimpanan obat 

- ada dengan jumlali 
sesuai kebutuhan 

- ada/tidak 
.buah 

b. Leniari Pendingin 

- minimal 1 buah 

- ada/tidak 
.buah 

c. Leniari untuk penyimpa- 
nan narkotika dan psiko- 
tropika. 

- ada dengan jumlali 
sesuai kebutuhan 

- ada/tidak 
.buah 

3. Wadah Pcngemas dan Pcni- 
bungkus. 
a. Etiket 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada / tidak 
.buah 

b. Wadah pengemas dan - 
pembungkus untuk penye 
rahan obat. 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada / tidak 
.buah 

4. Alat Administrasi: 



a. Blanko pesanan obat 

> ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada / tidak 

b. Blanko Kartu stok obat 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada 1 tidak 

c. Blanko salinan resep 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada / tidak 
.buah 

d. Blanko faktur dan Blanko 
nota penjualan. 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada / tidak 













e, Buku pencatatan Narkoti - 
ka. 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada / tidak 



f. Buku pesanan obat Narkoti - 
ka. 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

- ada / tidak 



g, Form laporan obat Narkoti - 
ka. 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan 

■ ada / tidak 
.buah 



5.1. Buku Standar yang diwa - 
jibkan. 

Farmakope Indonesia 
Edisi terbaru I buah 

- ada / tidak 


Ill 

2. Kumpulan peraturan per - 
undang-undangan yang 
berhubungan dgn Apotik. 

- ada dengan jumlah 
sesuai kebutuhan. 

- ada / tidak 



TENAGA KESEHATAN. 





1. Apoteker Pengelola Apotik 

- Ada 




2. Apoteker Pendamping 


.orang 



3. Asisten Apoteker. 


.orang 



Demikianlah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab Bcrita Acara dibuat 
dalam rangkap 3(tiga) dan dikirim kepada : 

1. Kepada Dinas Kesehatan Propinsi 

2. Pemohon satu rangkap 

3. Satu rangkap arsip 

Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan ... 

Kabupaten/Kota. yang membuat berita acara ini, 


NIP. 


1 . . 

NIP. 


0 


NIP. 















FORM. APT- 4. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN Rl. 

NOMOR : 1332/M ENKES/SK/X/2002. 

TENTAHG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBER1AN IZ1N APOTIK 


Nomor 

Larnpiran : 

Perihal : Pemyataan siap melakukan 

Kcgiatan . 


Kepada Yth; 

Kepala Dinas Kcschatan Kabupaten / Kota 


di- 


Menunjuk Surat Perniohonan kaini Nomor : . tanggal. dan menunjuk ketentuan Kcputusan Menteri 

Kcschatan Nomor I332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 7 ayat (4) dan (5), dengan ini kami laporkan baliwa Apotik . yang 

bcralamat di Jalan .. Kccamatan . Kabupaten ... tclah siap untuk 

melaksanakan kegiatan. 

Dcmikianlah untuk diketahui dan alas perhatiannya diucapkan tcrima kasili. 


Apoteker Pengelola Apotik. 


S1K. 


Tcmbusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kcschatan RI di Jakarta 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 














FORM. APT-5. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR 1332/MENKES/SK/X/2002 

TENTANG : KETENTUAN PAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


SURAT IZIN APOTIK 
Nonior. 

KEPALA DINAS KESEIIATAN KABUPATEN / KOTA. 


Surat Permohonan . tanggal 

. tentang permohonan untuk nicmpcroleh izin Apotik. 

bahwa pemohon tclah mcmenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh 
karena itu mcnganggap perlu mcnetapkan dengan suatu Surat Keputusan . 

1. Undang-undang Obat Kcras ( St. 1937 No. 541 ); 

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lcmbaran Negara Tahun 1992 
No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495 ); 

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ( Lembaran Negara Tahun 1997 
No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671 ); 

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ( Lembaran Negara Tahun 1997 No. 
67, Tambahan Lembaran Negara No. 3698 ); 

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 378 ); 

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat clan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3848 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor. 26 tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor. 40 , Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tcnaga Kesehatan.(Lembaran Negara RI 
Nomor. 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat 
Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3781 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomo: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3952 tahun 2000); 

11. Keputusan Mentcri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Pcr/X/1993 tentang Ketentuan 
dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
922/Menkes/Pcr/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik. 

MEMUTUSKAN 


MENETAPKAN 

Pertaina Mcnibcri izin Apotik kepada : 

N a m a : . 

A 1 a m a t : . 

Surat (jin Kcrjn Nomor : . Tgl. 

Narna Apotik : . 

Alamat Apotik : . 

Kccamatan : .:. 

Kabupaten/Komadya : . 

Propinsi : . 

Dengan menggunakan sarana : Milik Sendiri / Milik Pihak lain . 

Nama Pcmilik sarana : . 


MEMBACA 

MENIMBANG 

Mengingat 
















Aktc Panjian Kerja sama - 

Nomor : . 

Tanggal : . 

Yang dibuat dihadapan Notaris : . 

Di. : . 

Dcngan kctcntunn scbagai bcrikul : 

1. 1 7 .in Apolik ini berlaku iiniuk Apotekcr alau Apotckcr bckerja sama dengan Pcmilik sarana Apotik, di 
lokasi dim sarana scbagaimann tcrscbut diaias. 

2. Pencyelenggaraan Apotik, harus sclalu mcmatuhi kctcntuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku . 

K e d u a : Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila tcrjadi hai - hal dimaksud dalam Pasal 7 ayat (S) Keputusan 

Mcnteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK../X/2002 tcntang kctcntuan dan tata cara Pemberian Izin Apotik 


Ditetapkan di : . 

Pada tanggal : . 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 


Tembusan Kepada Yth; 

1. Mentcri Kesehatan RI di Jakarta 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 











FORM. APT.-6 


LAMPIRAN KEPTUSAN MENTER1 KESEHATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002, 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


KEPAI.A DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA. 


Nomor : 

Lampiran : 

Perihal : Penundaan Pcmbcrian lain Apolik. 


Kepada Ytli; 

Apolcker .... 
di- 


Schubungan dengan surat Saudara Nomor.tanggal . 

dengan ini kaini beritahukan bahwa kanii bclum dapat mcnyetujui perinohonan izin tersebul karena : 


1 . 

2 . 

3. 


perihal permolionan izin Apotik, maka 


Selanjutnya kepada Saudara kaini ininta mclcngkapi kckurangan tcrscbut sclambat - lambalnya dalam waktu l(satu) bulan scjak tanggal surat ini 


Demikianlaii untuk dimaklumi. 


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 


Tcmbusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta. 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 
















FORM. APT.-7. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER1 KESEHATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002. 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMI3ERIAN IZ1N APOTIK. 


Noinor 

Larnpiran 

Perihal : Penolakan Izin Apotik. 


Kcpada Yth; 

Apotcker Pengelola Apotik 
di- 


Sehubungan dengan surart Saudara Nomor.tanggal . 

ini kami beritaliukan bahwa kami tidak dapal mcnyctujui pcrmohonan tcrscbul karcna : 


1 . 

2 . 

3. 


Demikianlah untuk dikctahui. 


perihal Pcrmohonan Izin A|- jtik , maka dengan 


Kcpala Dinas Keschatan Kabupaten/Kota. 


Tembusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kesehatan R1 di Jakarta. 

2. Kepala Dinas Keschatan Propinsi. 












FORM. APT. - 8. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER1 KESEHATAN 
NOMOR • 1332/M ENKES/SK/X/2002 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBER1AN 1ZIN APOTIK _ 

BERITA ACARA PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI. 

Padahariini . tanggal . bulan.tahun .Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002, tcntang ketenluan dan tata cara pcmberian Izin Apotik, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

N a m a Apoteker Pengelola Apotik : . 

S1K Nomor : . 

Nama Apotik . 

Alaniat Apotik : . 

Telah mciakukan pemusnahan Purbckalan I'armasi scbagaimana Icrcanltun dal am da liar tcrlampir. 

Tempat melakukan pemusnahan . 

Berita Acara ini kami buat scsungguhnya dengan penult tanggung jawab. 

Berita acara ini dibuat daiam rangkap 2(dua) dan dikirimkan kepada : 

1. Kcpala Dinas Kesehatan Kabupatcn / Kota 

2. Kcpala Dinas Kesehatan Propinsi 


Karyawan yang membantu, 


Yang membuat Berita Acara, 


















LAMPIRAN DAFTAR PERBEKALAN FARMASI YANG DIMUSNAHKAN. 


No. Urut. 

N a m a 

Jumlah 

Alasan Pcmusnahan 






Yang membuat Berita Acara 











FORM. AI'T. - 9 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002. 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMUERIAN.IZIN APOTIK 


Nomor : . 

Lampiran 

Perihal : Lampiran Penunjukan Apotekcr 

Pfcndaniping/Apolckcr Pcnggami 

Kcpada Yth ; 

Kcpnla Dinas Kabupatcn / Kola 


di- 


Dengan hormat, 

Mcnunjuk pada pasal 19 Pcraturan Menteri Kesehatan Nomor . I332/MENXES/SK/X/2002 tentang ketcmian dan tatn cara Pcmbcrian Izin 

Apotik , maka dcn',an ini kami laporkan baliwa kami tclah mciumjuk Apolckcr l’cndamping / Apotekcr Pcngganti pada Apotik. 

sebagai berikut : 

Nama . 

AI a m a t : . 

Nomor S!K : . 

Jangka waktu penunjunkan- 

Untuk Apoteker Pengganti : . 

Yang kami pastikan baliwa yang*berangkutan tidak bekerja pada usalia farniasi dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola, Apoteker 
Pendamping atau Apoteker Pengganti pada Apotik lain .Bersama ini kami lampirkan 

1. Salinan/Foto copy Sirat Izin Kerja Apoteker 

2. Saliman / Foto copy Kartu Tanda Penduduk 

3. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai Apoteker pendamping/pengganti. 

Dcmikianlah laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih . 


Apotekcr Pengelola Apotik . 


Tembusan Kcpada Yth ; 

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 
















FORM. APT. -10 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER1 KESEHATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/S K/X/2002 

TENTANG _ : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN 1Z1N APOT1K _ 

BER1TA ACARA SF.RAH TERIMA PERALIHAN TANGGUNG JAWAB 
PELAYANAN KEFARMASIAN. 

Pad* hari ini . tanggal . bulan.tahun .Sesuai dcngan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor. 1332/MENKES/SK/X./2002 tcntang ketentuan dan Tata cara pcinbcrian Izin Apotik, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

A. Apoteker Pengelola Apotik yang lama 

N a m a : . 

Nomor SIK : . 

AI a m at : . 

Nama Apotik : . 

Alarnat Apotik . 

B. Apoteker Pengelola Apotik yang Bani/Pcngganti : 

Nama : . 

Nomor SIK : . 

Alarnat : . 

C. Dengan di saksikan oleh : 

Nama : . 

Jabatan : . 

Nomor SIK : . 

Telah melakukan p'enyeraiian : 

1. Resep-resep 

Dari tanggal . sarnpai dengan tanggal.bcrjumlah. lembar. 

2. Obat-obat narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Kunci-kunci lemari penyimpanan terdiri dari.Buah. 

3. Obat keras tertentu / Balian Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir. 

Kunci-kunci lemari penyimpanan obat keras tcrtcntu/balian berbaltaya dan obat lainnya terdiri. buah . 

4. Lain - lain yang dianggnp pcrlu . 

Demikianlah Berita Acara Scrah tcrima ini kami buat scsungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Bcrirta Acara ini dibuat dalam rangkap 4 
(empat) dan dikirimkan kepada : 

1. Direktur Jendcral Yanfar danAlkcs Dcpartcmen Kesehatan Rl. 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi . 

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota . 

4. Satu sebagai Arsip. 


Yang Menerima, 
Apoteker Pengelola Apotik 


Yang Menyerahkan, 

Apoteker Pengelola Apotik yang lama 


SIK. 


SIK. 


Saksi-saksi : 

1. 


SIK. 


2. 



































FORM APT.-11 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002. 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


BERITA ACARA PENYERAHAN UNTUIC PENGAMANAN RESEP. 

NARKOTIKA DAN PSIKOTROP1KA 
KARENA APOTEKER PENGELOLA APOTIK MENINGGAI., DUMA. 

Pads hari ini . tanggal . bulan.tahun .Scsuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002. tcntang kelcnluan dan Tata Cara Izin Apotik, Kami yang bcrtanda tangan dibawah ini : 

A. Ahli Waris Apotei er Pengeloia Apotik : 

N a m a : .. 

Alamat : . 

Nama Apotik : . 

Alamat Apotik : . 

B. 1. Dengan disaksikan olch : 

Naina : . 

Jabatan : . 

Nomor SIK : . 

2. Dengan disaksikan oleh : 

N a m a : . 

Jabatan : . 

Nomor SIK : . 

Telah melakukan penycrahan untuk pengamanan : 

1. Resep - resep 

Resep dari tanggal .sampai dengan tanggal.bcrjumlali. 

2. Narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. 

3. Obat keras tertentu / Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir. 

4. Kunci-kunci lemari tempat penyimpanan Narkotika sebanyak. buah. 

5. Kunci-kunci lemari tempat penyimpanan obat keras tertentu dan Bahan Berbahaya serta obat lainnya sebanyak 

6. Lain - lain yang dianggap perlu . 

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota . : 

N a m a : . 

NIP : .. 

Serah terima dilakukan : . 

Alasan serah terima : Karena Apoteker Pengeloia Apotik meninggal dunia dan pada Apotik tidak terdapat Apoteker 

Pcndumping. 

Demikianlali Berita Acara ini kami built scsungguhnya dengan pentili tanggung jawab. Berirta Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 
dikirimkan kepada : 

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi . 

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota . 

4. Satu sebagai Arsip. 


lembar. 


buah. 


Yang Menerima, 


Yang Menyerahkan, 
Alili Waris. 

Apoteker Pengeloia Apotik 


SIK. 


' SIK. 


Saksi-saksi : 
1 . 


SIK. 


2. 





































- 2 - 


DAFFAR PERINC1AN NARK0T1KA YANG DISERAHTERIMAKAN 



DAFFAR PERINCIAN OBAT KERAS TERTENTU / BAHAN BERBAHAYA 
DAN OBAT LAINNYA YANG DISERAHTERIMAKAN 















FORM. APT-12 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : 1332/MEN K.ES/SK/X/2002 

TENTANO _ : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBER1AN 1Z1N APOT1K 

DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN/1COTA . 


Nomor : 

Lampiran 

Perilial : Peringatan ke. 

Tentang Pelaksanaan Ketentuan 
Perizinan Apotik. 


Kepada Yth; 


di - 


Sesuai dengan izin Apotik Nomor . . tanggal . atas nama . dengan lokasi 

. seteiah kami mengadakan pemeriksaan tcrnyata Apotik Saudara tidak memenuhi 

ketentuan perizinan yang berlaku, antara lain : 

1 . 

2 . 

3. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta Saudara untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. 

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara. 


Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 


Tembusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta. 

2. Kcpala Dinas Kesehatan Propinsi, 



















LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KI-SEHATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/S K/X/2002. 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOT1K. 


FORM APT-13 


Mcmbaca 


Mcnimbang 


Mengingat 


MENETAPKAN 

Pcrlama 

K c cl 11 a 
Kcliga 

Kcempat 


NOMOR :. 

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA 
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA. 

Surat Peringatan tcrtulis Dinas Kabupatcn / kota 

Nomor : . tanggal . 

Pcribal pcngaturan kc 3 pelnksanann ketcntuan pcrizinan apotik atas naina . 

baliwa Apotik.tclah mclaknkan pelanggaran - pelanggaran : 

1 . 

2. 

3. 

1. Undang-undang Obat Kcras (St. 1937 No. 541 ); 

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 
No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495 ); 

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang I’sikotropika ( Lembaran Negara Tahun 1997 
No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671 ); 

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ( Lembaran Negara Tahun 1997 No. 
67, Tambahan Lembaran Negara No. 3698 ); 

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemcrintahan Dacrah ( Lembaran Negara 
Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 378 ); 

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerali ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3848 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor. 26 tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor. 40 , Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.(Lembaran Negara RI 
Nomor. 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat 
Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3781 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3952 tahun 2000); 

11. Keputusan Mcnteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan 
dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
922/Mcnkes/Pcr/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik. 

MEMUTUSKAN 


M'cmbckukan Surat Keputusan Kcpala Dinas Kesehatan Kabupatcn / Kota 

.Nomor... 

Tanggal. tentang pemberian izin Apotik. 

Surat Keputusan ini berlaku selama- lamanya 6 (cnam) bulan sejak tanggal ditetapkan. 

Pcncairan Surat Keputusan Kcpala Dinas Kesehatan Kabupalen / Kola dimaksud dalam Diktuin Pcrtama akan 
diltikukan dengun pcncrblttm Surut Keputusan Kcpala Kuntor Dinas Kesehatan apubila Apotik telah memenuhl 
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupatcn / Kota dimaksud dalam Diktum Pertama akan 
dilakukan bila sctclah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini Apotik masih belum 
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

Ditetapkan di : . 

Pada tanggal : . 

Kcpala Dinas Kesehatan Kabupatcn / Kota. 


Tcnibusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 


















FORM. APT.-14 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : I332/MENKES/SK/X/2002 

TENTANG _ : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 1Z1N APOTIK 

NOMOR : .. 

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA. 


KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA. 


Menibaca : Bcrita Acara I lasil Pcmcriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupatcn / Kota Nontor : 

tanggal .pcrilial usul pencairan Apotik alas nama . 


Menimbang : bahwa Apotckcr Pcngelola Apotik tclali memcnulii kembali pcrsyaratan Apotik .yaitu : 

1. 

2. 

3 . 

4 ... 

Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541); 

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 
No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495 ); 

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ( Lembaran Negara Tahun 1997 
No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671 ); 

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ( Lembaran Negara Tahun 1997 No. 
67, Tambahan Lembaran Negara No. 3698 ); 

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 378); 

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3848); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor. 26 tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor. 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.(Lembaran Negara RI 
Nomor. 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat 
Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3781 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3952 tahun 2000); 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan 
dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
922/Menkes/Pcr/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN 

Pertama : Mencabut kembali Surat Keputusan Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Nomor. 

. tanggal. tentang Pembekuan Izin Apotik. 

K e d u a i Surat Keputusan ini bcrlnku Sejak tanggul ditetapkan. 

Ditetapkandi : ... 

Pada tanggal : . 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 


Tembusan Kepada Ytli; 

1. Menteri Kesehatan RI dijakarta 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 



















FORM. APT. -15 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR 1332/MENKES/SK/X/2002 

TENTANO _ ; KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBER1AN 1Z1N APOT1K 

NOMOR : . 


SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA 
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA. 


MEMBACA 


Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten / kota Nomor 
tanggal .pcrihal usul pembekuan Izin Apotik atas nama 


MENIMBANG 


Mcngingat 


balnva Apotik.tclah melakukan pelanggaran - pelanggaran : 

1 . 

2 ... 

3 . 

4 . 

1. Undang-undang Obat Kerns ( St. 1937 No. 541 ); 

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 
No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ( Lembarrn Negara Tahun 1997 
No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671 ); 

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ( Lembaran Negara Tahun 1997 No. 
67, Tambahan Lembaran Negara No. 3698 ); 

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
• Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 378 ); 

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 3848 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor. 26 tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor. 40 , Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.(Lembaran Negara RI 
Nomor. 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat 
Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3781 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
3952 tahun 2000); 

11. Keputusan Mcntcri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan 
dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik. 


M E M U T U S K A N 


MENETAPKAN 

Pertama 


Kcdua 


Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 

.tanggal,. tentang pemberian izin Apotik 

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Nomor. 


Ditetapkan di : . 

Pada tanggal : . 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 


Tembusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kesehatan RI di jakarta 

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 





















FORM. APT. -16 


LAMPIRAN KEPHTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : 1332/M ENKES/SK/X/2002. 

TENTANG _ : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBER1AN 1Z1N APOTIK 

BER1TA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK. 


Pada hari ini .. tanggal . bulan.tahun .Kami yang bertanda taiigan dibawah ini : 

1. N am a : . 

Pangkat : . 

Jabatan : . 

NIP : . 

2. Nam a : . 

Pangkat : . 

Jabatan : . 

NIP : . 

3. Nama : . 

Pangkat : . 

Jabatan : . 

NIP : . 


Berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota . Nomor.tanggal 

tahun.telah melakukan pcmeriksaan setempat terhadap : 

Nama Apotik : ... 

Alamat : . 

Kecamatan : .. 

Kabupaten/Kotamadya : . 

Propinsi : . 

Dalam rangka : . 


No. 

Perincian 

Keadaan pada saat 
pcmeriksaan terakhir 

Kenyataan pada saat ini 

Keterangan 

I 

BANGUNAN : 

1. Alamat Apotik 

2. Luas bangunan Apotik 

Seluruhnya 

3. Bangunan terdiri dari 

a. Ruang Tunggu 

b. Ruang Peracikan dan 

Penyerahan obat. 

c. Ruang Administrasi 
dan kamarKerja 

Apotiker. 

d. Ruang tempat pcncu - 
cian alat 

e. WC. 

4. Keadaan bangunan : 

a. Dinding 

b. Langit-Iangit 

c. Atap. 

d. Lantai 













































5. Kelengkapan bangunan 
calon Apotik: 

a. Sumber Air 

b. Penerangan 

c. Alat Pemadam Kebaka- 
ran. 

d. Ventilasi 

e. Sanitas' 

6. Papa'ii nania 


PERLENGKAPAN 

1. Alata pembuatan, pengo 

lahan dan peracikan. 

a. Gelas ukur, 10 ml, - 
100 ml, 250 ml. 

b. Labu Erlcnmcyer 
100 ml, 250 ml, 1 Itr. 

c. Gelas Piala 

100 ml, 500 ml, 1 Itr 

d. Panci Pengukur 
1 liter 

e. Corong berbagai 
ukuran 

f. Timbangan milligram 
dengan anak timbangan 
yang sudah ditera. 

g. Timbangan gram dengan 
enam timbangan yang 
sudah ditera. 


h. Thermometer, beskala 
100 

i. Mortir garis tcngali 5 
sampai dengan 10 cm dan 
10 sampai 15 cm beserta 
alu. 

j. Spatel logam/tanduk 
plastic dan porselen. 

k. Cawan pcnguii); porselen 
garis lengah 5 sampai - 
dengan 15 cm. 

l. Batang pengaduk 

m. Penangai air 

n. Kornpor atau alat pemanas 
yang sesuai. 

o. Panci 

p. Rak tempat pengeringan 
alat. 

2. Perlengkapan dan alat perbe 

kalan Farmasi. 

a. Botol 

b. Lemari dan rak untuk 
penyimpanan obat 

c. Lemari Pendingin 

d. Lemari untuk penyimanan 
racun, narkotika dan bahan 
obat berbahaya lainnya. 



3. Wadah Pengcmas dan pent- 
bungkus : 

a. Htiket 

b. Wadali pengcmas dan 
pembungkus untuk penye 
rahan obat. 

4. Alat Administrasi: 

a. Blanko pesanan obat 

b. Blanko kartu stok obat 

c. Blanko salinan resep 

d. Banko faktur dan blanko 
nota pcnjualan. 

e. Buku pcmbelian 

f. Buku penerimaan 

g. Buku Pengiriman 

h. Buku Pembukuan 
Keuangan. 

i. Buku Pencatatan Narkotika 

j. Buku Pesanan Obat 
Narkotika. 

k. Form laporan obatNasrko- 
tika. 

l. Buku pencatatan penyera - 
ban racun. 

m. Alat-alat tulis dan kertas 


5. 1. Buku Standar yang diwa - 

jibkan. 

2. Kumpulan peraturan per- 
undang-2 an yang berhu - 
bungan dengan Apotik. 

6. Tempat Penyimpanan 
khusus Narkotika. 


III. PERSONALIA 

1. Nama Apoteker Pengelola Apotik 
Alamat 

Nomor S 1K: . 

2. Apoteker Pendamping 

Alamat 

Nomor S I K 

3. NamaPemilik Sarana Apotik 
Alamat 

4. Asisten Apoteker 

a. Nama 
Nomor S I K 

b. Nama 
Nomor SIK 

c. Nama 
Nomor S I K 


d. Nama 
Nomor SIK 




















5. 


Tenaga lain : 

a. Administrasi : orang 

b. Jura rasik : orang 

c. Reman an : orang 

d. Lain - lain orang 


6. Apakah Apoteker Apotik bekerja penuh di Apotik 7 
Ya/tidak 

7. Jika tidak, apakah Apoteker tcrsebut bekerja pada perusahaan lain 7 
Ya/tidak 

8. Jika Apoteker bekerja sebagai Apoteker Pcngganti/Pendamping apakah sudah ditaporkan kepada Kantor Dinas K< schatan Depkes 
setempat ? Ya/tidak 

9. Apakah apoteker pengelola Apotik / Apoteker Pcngganti / Apoteker Pendamping selalu berada di Apotik selama Apotik buks ? 
Ya/tidak 


PENGELOLAAN DAN PELAYANAN. 

1. Apakah ruang dalam bangunan Apotik berada dalam keadaan besih 7 

Ya/tidak 

2. Apakah Apotik hanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Apotik ( yang ada hubungan dengan pelayanan 
kesehatan) Ya / tidak 

3. Apakah Apotik pemah menerima resep dengan obat Generik dan menggantinya dengan obat paten 7 
Ya / tidak 

4. Apakah Apotik pemah melayanai resep dengan mengganti obat tanpa konsulytasi dengan dokter penulis resep 7 
Ya/tidak 

5. Apakah Apotik hanya melaksanakan pengadaan, penyimpan dan penyaluran obat-obatan yang terdaitar pada Departemen 

Kesehatan RI7 Ya / tidak 

6. Apakah obat - obat yang tersedia di Apotik bersumber dari Pabrik, PBF, atau sumber lain yang sah 7 ( cek dari bukti faktur ) 
Ya/tidak 

7. Apakah tersedia obat-obat Generik sesuai dengan DCEN untuk RumahSakit tipe C - D ? 

Ya/tidak 

8. Apakah surat pesanan selalu di tanda tangani oieh Apoteker pengelola Apotik atau Apoteker Pendamping / Pcngganti / 

Ya/tidak 

9. Apak ah surat pesanan selalu mcmakai bianko surat pesanan dari Apotik 7 
Ya/tidak 

10. Apakali surat pesanan menipunyai nomor yang berurut 7 
Ya/tidak 

11. Apakah factor penerimaan obat selalu di tanda tangani olelt Apoteker / Asisten Apoteker/Ahli Madya Farmasi yang sesuai 
Dengan mencantumkan 

nama terang dan nomor S P. 7 
Ya/tidak 

12. Apakali Ap[otik hanya menyerahkan obat/bahan obat keras di luar daftar obat wajib Apotik dengan resep dokter 7 
Ya / tidak 

13. Jika obat / bahan obat keras discrahkan tanpa resep dokter apakah discrahkan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 

berlaku 7 Ya/tidak 

14. Apakah dipergunakon kartu stok di tempnt penytmpannn obat 7 
ya/tidak 

15. Apakah dalam kartu stok tercanbtum : 

a. Nama Obat 
ya/tidak 

b. Sumber Obat 
Ya/tidak 

c. Sumber pemberlian 
Ya/tidak 

d. Jumlah pemasukan obat 
Ya / tidak 

e. , Jumlah pengeluaran obat 
Ya/tidak 

f. Sisa obat 
ya/tidak] 

g. Nomor batch 
Ya/tidak 

h. Tanggal kadaluarsa 
ya/tidak 








16. Apakah jumlali obat dalam kartu stok sesuai dengan jumlali yang ada 7 
Ya/tidak 

17. Apakah ditemulkan obat-obat lama, rusak atau kadaluarsa 7 
ya / tidak 

18. Jika Ya, apakah pcnimpanannya tcrpisah dari obat lainnya ? 
ya / tidak 

19. Apakah ada tcmpat pcnyimpanan khusus untuk obat yang pcka (ruang be AC / lentari pendingin) 7 
ya / tidak 

20. Apakah semua obat yang dipesan di Apotik dimasukan dalam buku penerimaan 7 
ya/tidak 

21. Apakah semua obat yang dipesan di Apotik dimasukan dalam buku pembelian 7 
ya / tidak 

22. Apakah setiap penjualan dilengkapai dengan faktur / nota penjualan 7 
ya / tidak 

23. Apakalt setiap penjualan dicacat dalam buku penjualan 7 
ya/ tidak 

24. Apakalt Apotik melayani / mcnerinta rcscp / salinan rcscp yang jelas dan Icngkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7 
ya / tidak 

25. Apakalt salinan resep diparaf / ditanda tangani olch Apoteker 1’engelola Apotik/Apoteker pendamping / pengganti 7 
ya / tidak 

26. Apakalt resep disimpan menurut urutan tanggal dan nontor urut resep? 

Ya/tidak 

27. Apakah resep yang ntengandung narkotika disimpan terpisah dari resep lainnya 7 
ya / tidak 

28. Apakalt setiap pengeluaran narkotika dicatatdalam buku pencatatan narkotika? (cekbeberapa item) 
ya / tidak 

29. Apakalt pernah dilakukan pentusnahan resep 7 
ya / tidak 

30. Jika ya, apakah pentusnahan resep tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 7 
ya/tidak 

31. Apakah narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan keten tuan yang berlaku 7 
ya/tidak 


V. LAIN - LAIN 

1. Jumlah rata-rata lembar resep perltari : . Lembar 

2. Hargarata-rataperlembarresep : Rp. 


Apoteker Pengelola Apotik 


Petugas Pcmeriksa : 


1 . 


( 


) 


2 . 


3 . 


Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat rangkap 4 (ernpat) 
Disampaikan Kepada : 

1. Menteri Kesehatan RI di jakarta 

2. Dinas Kesehatan Propinsi . 

2. Apoteker Pengelola Apotik. 

4. Kepala Badan POM 

5. Kepala Balai POM setempat. 

















MENTERI KESEHATAN 
nEPUBLIK INOONESIA 


PERAT'JRAN MEhTERI KESEHATAN 
Nomor : 922/MENKES/PER/X/1 993 


T E N T A N G 

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
I 2IN APOTIK 


MEHTERI KESEHATAN 


a. bahv/a penye 1 er.ggaraan pelayanan apotik harus 
diusahakan agar lebih menjangkau masyarakat. 

b. bahwa Paraturan Menteri Kesehatan No. 
24-4/Man . Kes/SK/V/1 990 -tentang Ketentuan dan 
Tata Cara Perr.berian Izin Apotik sudah tidak 
sesuai lagi dengan keadaan kefarmasian dewasa 
ini. 

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan sebagai Pengganti Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 244/ Men.Kes/SK/V/1990 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin 
Apotik. 


1. Undang-undang Obat Keras (St.1937 Nc.541); 

2. Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara tahun 1S78 No. 37, Tambahan 
Lembaran Negara No. 3036); 

3. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara>tahun 1992 No.100, 
Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 
Tahun 1965 tentang Apotik; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 
Tahun 1934 Susunan Organisasi Oepartemen; 



MENTERI KESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 


MENCABUT 


MENETAPKAN 


MEMUTUSKAM 


Perat uran Menteri Kesenatan 
SK/V/1990 tentang Ketentuan 
Pemberian Izin Apotik. 


Mo., 24-4/Men. Kes/ 
dan Tata Cara 


PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KETENTUAN DAN 
TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK. 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

a. Apotik adalah suatu tempat, t’ertentu tempat dilakukan pekar- 
jaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kapada 
masyarakat. 

b. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian 
di Indonesia sebagai Apoteker. 

c. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan 
oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan 
pemilik sarana untuk menyel enggarakan Apot/i k di suatu tempat 
tertentu. 

d. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi 
Surat Izin Apotik (SIA). 

e Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik di- 
samping Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikannya 
pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotik. 

f. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker 
Pengelola Apotik selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut 
tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga bulan) secara terus- 
menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak 
sebagai Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain. 

g. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan per- 
undang-undangan .yang berlaku berhak melakukan pekerjaan 
kefarmasian sebagai Asisten Apoteker. 

h. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, 
Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyedia- 
kan dan menyerahkan obat bagi penderita sestai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



MENTERI KESEHATAN 
REPU8UK INDONESIA 


i. Parbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli 
Indonesia (Obat Tradisional ), bahan obat asli Indonesia (bahan 
Obat Tradisional ), alat kesehatan dan kosmetika. 

j. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan 
untuk melaksanakan pengelolaan Apotik. 

k. Menteri adalah Menteri Kesehatan Repufclik Indonesia. 

l. Direktur Jenderal adalah Direktur Jmderal Pengawasan Obat dan 
Makanan. 

m. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kesehat an. 

n. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana 
Teknis Direktorat Jenderal Penagav/asan Obat dan Makanan di 
Propinsi . 


Pasal 2 

(1) Sebelum melaksanakan kegiatannyi, Apoteker Pengelola Apotik 
wajib memiliki Surat Izin Apotik'. 

(2) Izin Apotik berlaku untuk seterusnya selama Apotik yang 
bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker 
Pengelola Apotik dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih 
memenuhi persyaratan. 

(3) Untuk memperoleh izin Apotik tidak dipungut biaya dalam 
bentuk apapun. 


Pasal 3 

(1) Pengelolaan Apotik di daerah-daerah tertentu dapat dinyatakan 
sebagai pelaksanaan Masa Bakti Apoteker bagi Apoteker yang 
bersangkutan. 

(2) Daerah-daerah tertentu dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 



MENTERI KESEHATAN 
REPUBUK INOONESIA 


BAB II 

PELIMPAHAN WEWENANG P EMBER I AN IZIN APOT’IK 


Pasal 4 

(1) Izin Apotik diberikan oleh Menteri. 

(2) Menteri melimpahkan wev/enang pemberian izin Apotik kepada 
Direktur Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal melimpahkan wev/enang pemberian izin Apotik 
kepada Kepala Kantor Wilayah. 

(4) Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkan pelaksanaan pemberian 
izin, pembekuan izin, pencairan izin dan pencabutan izin 
Apotik sekali setahun kepada Direktur Jenderal. 

(5) Oalam melaksanakan pelimpahan v/ev/en.ang tersebut dalam ayat 
(3), Kepala Kantor Wilayah tidak diizinkan mengadakan 
pengaturan yang membatasi pemberian izin. 


BAB III 

PERSYARATAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK 

Pasal 5 

Untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotik harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

a. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan. 

b. Telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Apoteker. 

c. Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri. 

d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk 
melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker. 

e. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan 
Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain. 


tidak menjadi 
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BAB IV 

PEP.SYARATAN APOTIK 


Pasal 6 

(1) Untuk mendapatkan izin Apotik, Apoteker atau Apoteker yang 
bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi 
persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk 
sediaan .‘farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik 
sendiri atau milik pihak lain. 

(2) Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan 
kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi. 

(3) Apotik dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya 
diluar sediaan farmasi. 


BAB V 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


Pasal 7 

(1) Permohonan izin Apotik diajukan Apoteker kepada Kepala Kantor 
Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan 
menggunakan contoh Formulir Model AP-1. 

(2) Dengan menggunakan Formulir Model AP-2, Kepala Kantor Wilayah 
selambat-1ambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima 
permohonan, wajib menugaskan Kepala Balai Peme'riksaan Obat 
dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap 
kesiapan A’potik untuk melakukan kegiatan. 

(3) Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan sel ambat-1 ambatnya 
8 (enam) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Kantor 
Wilayah wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala 
Kantor Wilayah dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-3. 

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
ayat (3) tidak di1aksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat 
surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor 
Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala 
Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, dengan menggunakan contoh 
Formulir Model AP-4. 

(5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima 

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana di m -ksud ayat (3) atau 
pernyataan dimaksud ayat Kepala Kantor Wilayah 

mengeluarkan Surat Izin Apotik dengan menggunakan contoh 
Formulir Model AP-5. 
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(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan 
Makanan dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat, Kepala 
Kantor Wilayah dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja 
mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh 
Formulir Model AP-6. 

(7) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), 
Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang 
belum dipenuhi se1ambat-1ambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan se'jak tanggal Surat Penundaan. 


Pasal 8 

(1) Oalam hal Apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka 
penggunaan sarana dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian 
kerja sama antara Apoteker dan pemilik sarana. 

(2) Pemilik sarana dimaksud dalam ayat (V) harus memenuhi 
persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan 
perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan 
dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan. 


Pasal 9 

Terhadap permohonan izin Apotik yang -ternyata tidak memenuhi 
persyaratan dimaksud dalam Pasal 5 dan atau Pasal’ 6 atau lokasi 
Apotik tidak sesuai dengan permohonanmaka Kepala Kantor Wilayah 
dalam jangka waktu se1ambat-1ambatnya 12 (dua belas) hari kerja 
wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasan- 
nya dengan mempergunakan contoh Formulir Model AP-7. 


BAB VI 

PENGELOLAAN APOTIK 

Pasal 10 


Pengelolaan Apotik meliputi : 

a. Pembuatan, pengolahan, . peracikan, pengubahan bentuk*, 
pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat. 

b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan 
farmasi lainnya. 


c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi. 
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Pasal 11 

(1) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf (c) 
meliput i : 

a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi 
lainnya yang diberikan balk kepada dokter dan tenaga 
kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat. 

b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, 
keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi 
lainnya. 

(2) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam ayat (1) wajib 
didasarkan pada kepentingan masyarakat. 


Pasal 12 

(1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan 
perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya 
terjamin. 

(2) Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena sesuatu hal 
tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus 
dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara 
lain yang ditetapkan OirekLur Jenderal. 


Pasal 13- 

(1) Pemusnahan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh 
Apoteker Pengelola Apotik atau Apoteker Pengganti dibantu 
oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan Apotik. 

(2) Pada pemusnahan dimuksud ayat (1j, wajib dibuat Berita Acara 
Pemusnahan dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-8. 

(3) Pemusnahan narkotika wajib mengikuti ketontuan perundang- 
undangan yang berlaku. 


BAB VII 
PELAYANAN 

Pasal 14 

(1) Apotik wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter 
hewan. 

(2) Pelayanan resep dimaksud dalam ayat (1) seoenunnya atas 
tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotik. 
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Pasal 15 

(1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab 
dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan 
masyarakat. 

(2) Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang 
ditulis didalam resep dengan obat paten. 

(3) Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis 
didalam resep, Apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter 
untuk pemilihan obat yang lebih tepat. 

(4) Apoteker waj i b' memberi kan informasi : 

a. Yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan 
kepada pasien. 

b. Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas 
permintaan masyarakat. 


Pasal 16 

(1) Apabila Apoteker menganggap bahwa dalarr resep terdapat 
kekeliruan atau penulisan resep yang tida;< tepat, Apoteker 
harus memberitahukan kepada dokter penulis resep. 

(2) Apabila dalam hal dimaksud ayat. (1) karena pertimbangan 
tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter 
wajib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda 
tangan yang lazim diatas resep. 


Pasal 17 

(1) Salinan resep harus ditandatangani oleh Apoteker. 

(2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan di Apotik dengan balk 
dalam jangka v/aktu 3 (tiga) tahun. 

(3) Resep atau salinan resep hanya boleh diper 1ihatkan kepada 
dokter penulis resep atau yang merawat penderita, oenderita 
y^ng bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain yang 
berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Pasal 18 

(1) Apoteker Pongelola Apotik, Apoteker Pendamping atau Apoteker 
Pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang dlnyatakan 
sebagai Oaftar Obat Wajib Apotik tanpa resep. 
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(2) Daftar Obat Wajib Apotik dimaksud dal am ayat (1) ditetapkan 
oleh Went eri . 


Pasal 19 

(1J Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan 
tugasnya pada jam buka Apotik, Apoteker Pencelola Apotik 
dapat menunjuk Apoteker Pendamping. 

(2) Apabila Aooteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pendamping 
karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, 
Apoteker Pengelola Apotik daoat menunjuk Apoteker Pangganti. 

(3) Penunjukan dimaksud dalnm ayat (1) dan (2) harus dilaporkan 
kepada Kepala Kantor v/ilayah dengan tembusan kepada Oirektur 
Jenderal dan Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan 
setempat, dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-9. 

(4) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi 
persyaratan dimaksud dal am Pasal 5. 

(5) Apabila Apoteker Pengelola Apotik' berhalangan melakukan 
tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus, Surat 
Izin Apotik atas nama Apoteker bersangkutan dicabut. 


Pasal 20 

Apoteker Pengelola Apotik turut bertanggungjawab ata3 pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping, Apoteker 
Pengganti didalam pengelolaan Apotik. 


Pasal 21 

Apoteker Pandamping yang dimaksud dalam Pa3al 19 ayat (1), 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pelayanan kefarmasian 
selama yang bersangkutan bertugas menggantikan Apoteker Pengelola 
Apotik. 


Pasal 22 

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Apotik, Apoteker Pengelola 
Apotik dapat dibantu oleh Asisten Apoteker. 

(2) Asisten Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotik 
dibawah pengawasan Apoteker. 
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BAB VIII 

PENGALIHAM TAMGGUMG JAWAB PENGELOLAAM APOTIK 


Pasal 23 

(1) Pada setiap pengalihan tanggung jawab pengelolaan kefarmasian 
yang disebabkan karena penggantian Apoteker Pengelola Apotik 
kepada Apoteker Pengganti, wajib dilakukan serah terima 
resep, narkotika, obat dan perbekalan farmasi lainnya serta 
kunci-kunci tampat penyimpanan narkotika dan paikotropika. 

(2) Pada serah terima dimaksud ayat (1), via j i b dibuat berita 
acara serah terima sesuai dengan bentuk yang te.lah ditentukan 
dalam rangkap empat yang di tandatangani oleh kedua belah 
pihak, yang melakukan serah terima dengan menggunakan contoh 
Formulir Model AP-10. 


Pasal 24 

(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik' meninggal dunia, dalam 
jangka v/aktu dua kali dua puluh empat jam, ahli waris 
Apoteker Pengelola Apotik v/ajib melaporkan kejadian tersebut 
secara tertulis kepada Kepala Ka'ntor Wilayah atau petugas 
yang diberi wswenang olehnya. 

(2) Apabila pada Apotik tersebut tidak terdapat Apoteker 
Pendamping, pada pelaporan dimaks.ud ayat (1) v/ajib disertai 
penyerahan resep, narkotika, psi kotropika, obat keras dan 
kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropi ka. 

(3) Pada penyerahan dimaksud ayat (1) dan (2), dibuat Berita 
Acara. Serah Terima sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) 
dengan Kepala Kantor- Wilayah atau petugas yang diberi 
wewenang olehnya, selaku pihak yang menerima dengan mengguna¬ 
kan contoh Formulir Model AP-11. 


BAB IX 

PENCABUTAN SURAT IZIN APOTIK 

Pasal 25 

Kepala Kantor Wilayah dapat mencabut Surat Izin Apotik apabila : 

a. Apoteker sudah tidak- lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud 
Pasal 5, dan atau 

b. Apoteker tidak memenuhi kev/ajiban dimaksud dalam Pasal 12 dan 
Pasal 15 ayat (2), dan atau 
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c. Apoteker Pengelola Apotik terkena ketentuan dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (5), dan atau 

d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- 
undangan dimaksud dalam Pasal 01, dan atau 

a. Surat Izin Kerja Apoteker Pengalola Apotik dicabut, dan atau 

f, Pemilik Sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran 
perundang-undangan dibidang obat, dan atau 

g. Apotik tidnk lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 6. 


Pasal 26 

(1) Pelaksanaan pencabutan izin apotik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan : 

a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola 

Apotik sebanyak 3 (tiga) kali b.erturut-turut , dengan 
tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan dengan 

menggunakan contoh Formulir Model AP-12. 

b. Pembekuan izin Apotik untuk jangka waktu selama-1 a.nanya i 
(.enam) bulan sejak di keluarkannya Penetapan Ptmbekuar 
Kegiatan Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model 
AP-13. 

(2) Pembekuan izin Apotik sebagaimana uimaksud dalam ayat (1) 

huruf (b), dapat dicairkan kembali aoabila Apotik t-elah 
membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh 
Formul.i r Model AP-14. 

(3) Pencairan Izin Apotik dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
setelah menarima laporan pemeriksaan dari Kepala Balai. 
Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat. 


Pasal 27 

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Kantor Wilayah 
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan 
contoh Formulir Model AP-15 dan tembusan kepada : 

a. DireKtur Jenderal.. 

b. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat. 
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Pasal 23 

Apabila Surat Izin Apotik dicnbut, Apotekar Pengelola Apotik atau 
Apoteker Pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasi sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Pasal 29 

Pengamanan dimaksud Pasal 23 wajib mengikuti tata cara sebagai 

berikut : 

a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluru'n persediaan narkotika, 
obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang 
tersedia di Apotik. 

b. Narkotika, Psikotropika dan resep .hcrus dimasukkan dalam 
tempat yang tertutup dan terkunci . 

c. Apoteker Pengelola Aootik wajib melaporkan secara tertulis 
kepada Kepala Kantor Wilayah atau petugis yang diberi wewenang 
olehnya, tentang penghentian kegiatan disertai lapcran 
inventarisasi yang dimaksud dalam huruf (a). 


BAB X 

PE M BI NAAN 


Pasal 30 

(1) Pembinaan terhadap Apotik dilaksanakan oleh Kepala Kantor 
Wilayah atas petunjuk teknis Direktur Jenderal. 

(2) Oalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, Apotik wajib terbuka 
untuk diperiksa oleh Penilik Obat dan Makanan berdasarkan 
surat penugasan Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah. 

(3) Tata cara pemer.iksaan menggunakan contoh Formuli'r Model 
AP-16. 
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BAB XI 
KETENTUAN PI DANA 


l Pasal 31 


Pelanggaran terhadap Una'ang-undang No. 3 Tahun 1 976 tentang 
Narkotika, Undang-undang Obat Keras No. St 1937 No. 541, Undang- 
undang No.23 tahun 1992 sarta ketentuan peraturan perundang- 
undangan lainnya yang terjadi di Apotik dapat dikenakan sanksi 
pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkut an'. 


BAB XII 
KETENTUAN PERALI HAN 


Pasal 32 

Izin Apotik yang masih berlaku agar menyesuaikan dengan peraturan 
ini setelah habis masa berlakunya. 


BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 33 

(1) Semua Ketentuan Menteri tentang Apotik lainnya yang telah 
dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan ini masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. 

(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan 
ini diatur lebih lanjut cleh Direktur Jenderal. 
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P a s a 1 24 


Paraturan ini mulai berlaku ssjak tar.ggal ditetapkan. 

Agar setiap orang menget ahui nya, mema r i nt a'nkan pengumuman 
Peraturan ini dengan menempat kannya dalam Eerita Negara P.epublik 
Indonesia. 


Di t et apkan d i 
Pada tanggal 


Jakarta 
23 Oktober 1993 
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Berdasarkan Surat Tugas Kepaia Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan 

No... tanggal . (Surat Penugasan Kepala Kantor 

Wilayah Dep.Kes. R.I. Prcpinsi . No. 
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A 1 a m a t : .. 

K e c am a t a n : ... 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NOMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEH8ERIAN IZIN APOTIK 


K e p a d a 

Yth. Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan 

Propinsi . 

di - 


Dengan hormat, 

Menunjuk Surat Permohcnan kami ncmor .. 

tanggal dan menunjuk ketentuan SK Menteri Kesehatan No. 
922/MEMKES/PER/X/1933 Pasal 7 ayat (4), dengan ini kami laporkan 

bahwa Apotik . yang beralamat di Jalan 

.. Kecamatan . 

tel ah siap untuk melaksanakan kegiatan. 

Demikianlah untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan 
terimakasih .- 


: Pernyataan siaD 
melakukan kegiatan.- 


Apoteker Pengelola Apotik' 


Keoada Yth. : 


( . ) 

SIK . 


1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta 













LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NCMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMEERIAN IZIN APOTIK 


SURAT IZIN APOTIK 


No. : 


KA.NTCR 1 LA YAH DEPARTEMEN KESEHATAN 
PROP INSI . 


MEMBACA : Surat permohcnan .•. tanggal 

. tentang permohonan untuk memperol >h 

izin Apotik. 


MENIMBANG : Bahwa pemohon tel ah memenuhi persyaratan yang tel ah ditetaokan 
dan permohonannya dapat disetujui, oleh karena itu menganggap 
perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusari. 


MENGINGAT : 1. Undang-Undang Obat Keras (St.1937 No.541); 

2. Undang-Undang No. 9 tahun 197G tentang Narkctika (Lembaran 
Negara Tahun 1976 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 
30B6); 

3. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran ' Negara No. 
3495); 

4. Peraturan Pemerintah No..25 tahun 1980 tentang Perubahan dan 
Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1965; 

5. Peraturan Pemerintaji No. 41 tahun 1990 tentang M-iaa Bakti 
dan Izin Kerja Apoteker. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 
tanggal 23 Oktober 1993 tending Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin Apotik. 


MEMUTUSKAN 


MENETAPKAN : 

Pertama : Memberi izin Apotik kepada : 


N a m a 






A 1 a m a t 


Surat Izin Kerja Nemor : . tgl. 

Mama Acotik : . 

Alamat : . 

Kecamatan : . 


Kabupaten/Kotamadya 


Propinsi : . 

Dengan menggunakan sarana : Milik sendiri / Milik pihak lain 

Nama Pemilik Sarana : . 

Akte Perjanjian Kerja Sama nemor : . 

Tanggal : . 

Yang dibuat dihadapan Motaris : . 

Di : ... 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Izin Apotik 'ini berlaku untuk Apoteker atau Apoteker bekerja 
sama dengan Pemilik Sarana Apotik, di • lekasi dan sarana 
sebagaimana tersebut diatas. 

2. Penyelenggaraan Apotik, harus selalu mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


K e d u a : Surat Keoutusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal 
dimaksud daiam Pasal 25. Peraturan Menteri Kesehatan No. 
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara> Pemberian 
Izin Apotik. 


Dite + apkan di : 

Pada tanggal : . 

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi . 


( _ ) 

Tembusan Keoada Yth. : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta.’• 


2. Kepala Balai PCM di 




















AP-6 


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NCMCR : 922/MEMKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


KANTCR V/11AYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 
PROPIMSI . 


Nomor : 

Lampiran : 

Perihal : Penundaan Pemberian 
Izin Apotik. 


K e p a d a 


Yth. 


Apoteker 
di - 


Sehubungan dengan surat Saudara No . 

tanggal . perihal permchonan izin Apotik, 

maka dengan ini kami beritanukan bahwa kami belum dapat menyetujui 
permohcnan tersebut karena : 

1. 

2.. 

3. 


Selanjutnya kapada Saudara kami minta melengkapi kekurangan 
tersebut selambat-1ambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak 
tanggal surat ini. 

Demikian!ah untuk dimaklumi.- 


Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi . 


Tembusan Kepada Yth. : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 

Obat dan Makanan di Jakarta ( _ . ) 


2. Kepala Balai POM di 
















AP-7 


LAMP IRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NCMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TEMTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA FEMSERIAN 'IZIN APOTIK 


Nomor : . , 

Lampiran : 

Perihal : Penolakan Izin Apotik.- K e p a d a 


Yth. 


Apoteker Pengelola Apotik 
di - 


Sehubungan dengan surat Saudara No. 

tanggal . perihal Permohonan Izin Apotik, 

maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak dapat n.enyetujJi 
permohonan tersebut karena : 

1 .«•. 

2 . 

3 .. 

4 . 

Demikianlah untuk diketahui .- 


Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi . 


Tembusan Kepada Yth. 


) 


1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta 

2. Kenala Balai POM di .. 















AP-8 


LAMPIRAN PERATURAM MENTERI KESEHATAN 
NCMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TENTANG. : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


BEPITA ACARA PEMUSNAHAN PERBEXALAN FAF.MASI 

Pada hari ini . tanggal . bulan . 

tahun ... sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Mo. 

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dnn Tata Cara Pemberian Izin Apotik, 
kami yang bertanda t.ingan di bawan ini : 

Nama Apoteker Pengelo a Apotik : .. 

SIX No. : .tanggal . 

Nama Apotik : . 

Alamat Apotik : .. 

Tel ah melakukan pemusnahan : perbekalan farmasi sebagaimana tercantum 

dalam daftar terlampir. 

Tempat melakukan pemusnahan : . 

Berita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jav/ab. 

3erita Acara ini dibuat daiam rangkap 2 (dua) dan aikirimkan kepada : 

1. Kepala Kantor Wilayah Oepartemen Kesehatan Propinsi . 

2. Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di ... 


Karyawan yang membajntu 


Yang membuat Berita Acara 


( 


) 



) 


SIK 




















LAMP IRAM DAFTAR PERBEKALAM FARMASI YANG OIMUSNAKKAN 



Mo. urut 


Mama 


Jumlah ; Alasan pemusnahan | 



Yang membuat Berita Acara : 


( 


) 


SIK 














AP—9 


Momor 
lampiran 
Perihal 


LAMPIRAM FERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NOMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TEMTANG : KETENTUAN DAM TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


K e p a d a 

Yth. Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan 

Prcpinsi . 

di - 


Dengan hormat, 

Menunjuk pada Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Mo. 
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketertuan dan Tata Cara Pemberian 
Izin Apotik, maka dengan ini kami lacorkan bahwa kami telah 
menunjuk Apoteker Psdamping/Apoteker Pengganti pada Apotik 
. seoagai berikut : 


: laporan Penunjuka.n Apoteker 
Pendamping/Apotaker Pengganti . 


Mama 
A 1 a .ti a t 


Nomor SIK : .. 

Bangka waktu penunjukzn 

untuk Apoteker Pengganti : . 

yang kami pastikan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada usaha 
farmasi dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola, Apoteker 
Pendamping atau Apoteker Pengganti pada Apotik lain. 










Bersama ini kami lampirkan : 

1. Salinan/foto copy Surat Izin Kerja Apoteker. 

2. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk. 

3. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai Apoteker 
Pendamping/Penaganti. 

Demikianlah lacoran kami, atas perhatiar.nyc kbrni ucapkan 
terima kasih 


Apoteker Pengelola Apotik 


( . ) 

Tembusan keoada Vth. : 

1, Oirektur Jenderal Pengawasan 
Cbat dan Makanan di Jakarta. 


2. Kepala 8a1ai PCM di 







AP-10 


LAMP I RAM PERATURAN MENTERI KtSEHATAN 
NCMCfi : 922/MENKES/PER/X/1993 

TENTAMG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMEERIAN IZIN APOTIK 


EERITA ACARA SERAH TERIMA FERALIRAN TANGGUNG JAWAB 
PELAYANAM KEFARMASIAN 


Pada hari ini . tanggal . bulan . 

tahun . sesuai dencan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketsntuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

A. Apoteker Pengelola Apotik yang lama : 

N a m a : . 

Ncmor SIK : . 

Alamat : . 

Nama Apotik : . 

Alamat Apotik : . 


B. Apoteker Pengelola Apotik yang baru/pengganti 

Nama : . 

Ncmor SIK : . 

Alamat : ... 


C. Dengan disaksikan oleh 

1. N a m a 

J a b a t a n 
Nomor SIK 

2. Nama 
Jab a t an 
Nomor SIK 

Tel ah melakukan penyerahan 


1. Resep-resep. 

Dari tanggal . sampai dengan tanggal 

berjumlah . lembar. 


2. Obat-obat narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. 
Kunci-kunci lemari penyimpanan terdiri dari . buah. 
























3. Obat Keras Tertentu/Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana 
daftar terlampir. 

Kunci-kunci lemari pe.nyimpan Cbat Keras Tertentu/Bahan Berbahaya dan 
obat lainnya terdiri . buah. 

4-. Lain-lain yang dianggap perlu. 


Demikianlah Serita Acara Serah Terima ini kami buat sesungguhnya dengan penuh 
tanggung jawab. Berita Acara ini dibuat dalam ranakap 4 (empat) dan dikirimkan 
kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 

Oepartemen Kesehatan RI. 

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 

Propinsi . 

3. Kepala Balai PCM di . 

4. Satu sebagai arsip. 


19 .. 


Yang menerima : 
Apoteker Pengelola Apotik 
yang baru/pengganti 


Yang menyerahkan : 
Apoteker Pengelola Apotik 
yang lama 


( _ ) ( _ ) 

SIK ; . SIK : . 


Saksi-saksi : 


1 . ( _ 1 

SIK : 


) 


2. 


) 


SIK : 












AP-11 


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NOMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEM8ERIAN IZIM- APOTIK 


BERITA mCARA PENYERAHAN UNTUK PENGAMANAN RESEP 
NARKOTIKA DAN PSIKOTRCPIKA 
KARENA APOTEKER PENGEIOLA APOTIK MEMINGGAL DUNIA 


Pada hari ini . tanggal . bulan .. ..i. 

tahun . sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Ahli Waris Apoteker Pengelola Apotik 

N a m a : . 

A 1 a m a t : . 

Nama Apotik : . 

ATamat Apotik : ... 


2. Dengan disaksikan oleh 

a. N a m a 

J a b a t a n 
S I K 

b. N a m a 

J a b a t a n 
S I K 


Tel ah melakukan penyerahan untuk penga/nanan : 

1. Resep-resep. 

Resep dari tanggal . samoai dengan tanggal . 

berjumlah . lembar. 

2. Narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. 

3. Obat Keras Tertentu/Bahan Serbahaya dan obat lainnya sebagaimana tersebut 
dalam daftar terlampir. 

4.. Kunci lemari tempat penyimpanan narkotika sebanyak . buan. 

5. Kunci lemari tempat penyimpanan Obat Keras Tertentu dan Bahan Berbahaya 
serta obat lainnya sebanyak . buah. 


6. Lain-lain. 

























kepadn Kepala Kantor V/ilayah Oepartemen Kesehatan Prcpinsi 


N a m a : . 

NIP : ...... 

serah terima dilakukan di : . 

Alasan serah terima : Karer.a Apoteker Pengelola Apotik meninggal 

dunia dan pada Apotik tidak terdapat 
Apoteker Pendamping. 


Demikianlah Gerita Acara ini kami boat sesungguhnya dengan penuh tanggung 
jav/ab. Gerita Acara ini dibuat dalam rangkap 4- (empat) don diki^imkan kepoda : 

1. Direktur Jenderal Pengawason Obat dan Makanan. 

Oepartemen Kesehatan HI. 

2. Kepala Kantor Wilayah Oepartemen Kesehatan 

Propinsi .. 

0. Kepala Dalai Pemsriksoon Obat dan Makanan . 

4. Satu sebagai arsip. 


10 .. 


Yang menerima : Yang menyerahkan : 

Ahli Waris 

Apoteker Pengelola Apotik 


( 


) 


( 


) 


Saksi-saksi : 


1 . ( 


) 


;ik 













DAFTAR PER I MCI AM NARKOTIKA YANG DISERAHTERIMAKAN 



DAF7AR PERINCIAN CBAT KERAS TERTENTU / 

BAHAN BERBAHAYA OAN OBAT LAINNYA YANG DISERAHTERIMAKAN 


1 1 
| NAMA OBAT KERAS TERTENTU/ j 

i 

» 

i 

i 


1 

1 

1 

1 

NO.’JRUT ; 8AHAN 8EHBAHAYA LAINMYA J 

< i 

i i 

JUMLAH J 

i 

i 

KETERANGAN 

1 

1 

1 

1 














LAMP IRAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN 


AP-12 


NCMCR : 922/MEMKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAM TATA CARA PEMEERIAM IZIN APOTIK 


KANTCR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 
PROPINS I . 


Nomor : .. 

Lampiran : 

Perihal : Peringatan ke . Kepada 

tentang Pelaksanaan Keten- 

tuan Perizinan Apotik Yth. 


di - 


Se.suai dengan izin Apotik No. tanggal 

. atas nama .. dengan 

lokasi .. 


setelah kami mengadakan pemeriksaan ternyata Apotik Saudara tidak 
memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, antara lain : 

1 . 

2. 

3 .. 

4 .. 


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta Saudara 
untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. 


Demikian!ah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara. 


Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi . 


Tembusan Keoada Yth : 


1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 

2. Kepala 8alai PCM di . 


( 


) 






















AP-13 


LAMP I RAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NCMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


Nomor 


SURAT KEFUTUSAN KEPALA KANTCR 
WILAYAH DEP.KES. 

PROPINSI . 


KEPALA KANTCR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 

MEMBACA : Surat Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan 

Nomor . tanggal . 

perihal usul pembekuan Izin Apotik atas nama . 


MENIMBANG : Bahwa Apoti k . tel ah melakukan pelanggaran 

pelanggaran : 

1 .. 


2 . 


3. 



MENGINGAT : 1. (Jndang-undang Obat Keras (St. 1937 No.54-1); 

2. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran'Negara No. 3495); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 




















M E M U T U S K A M 


MENETAPKAN : 

Pertama : Membekukan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kesehatan Propinsi . hto. 

. tanggal . tentang pemberian Izin 

/potik . 


K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku selama-1amanya 6 (enam) bulan sejak 
tanggal ditetapkan. 

Ketiga : Pencairan Surat Keputusan Keep!a Kantor Wilayah Depar‘emen 

Kesehatan dimaksud dalam Oiktum Pertama akan dilakukan dengan 
penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depart men 
Kesehatan apabila Apotik tel ah memenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keempat : Per.cabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dimaksud dalam 
Diktum Pertarn a akan dilakukan bila setelah 6 (ena/n) bulan sejak 
tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini Apotik masih belum 
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 


Di tetapkan di : . 

Paria tanggal : . 

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi ... 


( 


) 


Salinan Surat Keputusan ini 
disampaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 


2. Kepala Balai PCM di 













AP-14 


LAMPIRAN PERATURAM MENTERI KESEHATAM 
NCMCR : 922/MENKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 


Nomor 


SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTCR 
WILAYAH DEP.KES. 

PROPINSI . 


KEPALA KANTCR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAM 


MEM8ACA : Surat Kepala Balai Pettier iksaan Obat dan Makanan 

Ncmor . tanggal . 

perihal usul Pencairan Izin Apotik atas nama . 


MENIMBANG : Bahwa Apoteker Pengelola Apotik telah memenuhi kemban 
persyaratan Apotik .. yaitu : 

1 ...,. 

2 . 


3. 


4 . 


MENGINGAT : 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 1937 No.541); 

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Tahun 1976 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 3086); 

3. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 




















MEMUTUSKAN 


MENETAPKAN : 

Pertama : Mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah 


Departemen Kesehatan Propinsi . No. 

. tanggal . tentang 

Pembekuan Izin Apotik . 


K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : *. 

Pada tanggal : . 

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi .. 


( . ) 

Salinan Surat Keputusan ini 
disampaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 


2. Kepala Balai POM di 












LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 


AP-15 


NOMCR : 922/tHENKES/PER/X/l 993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PSHEERIAN IZIN APOTIK 


Nomor : 


SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR 


WILAYAH DEP.KES. 
PROPINSI . 


KEPALA KANTCR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 


MEMBACA : Surat Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan 

Nomor . tanggal . 

oerihal usul Pembekuan Izin Apotik atas nama . 


HENIMBANG : Bahwa Apotik .. tel ah melakukan pelanggaran- 

pelanggaran : 

1.. 


2 . 


3. 


4 . 


MENGINGAT : 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No.541); 

2. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/HENKES/PER/X/1 993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 


















MEMUTUSKAN 


MENETAPKAN ; 

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kesehatan RI Propinsi .. Mo. 

. tanggal . tentang Pemberian Izin 

Apotik . 

K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : 
Pada tanggal : 


Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi . 


( 


) 


Salinan Surat Keputusan ini 
disampaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dam Makanan di Jakarta. 


2. Kepala Balai POM di 













LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NCMCR : 922/MEMKES/PER/X/1993 

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN I2IN APOTIK 


AP-16 


BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK 

Pada hari ini . tanggal . bulan . 

tahun . kami yang bsrtanda tangan dibawah 

ini : 

1. N a m a : .. 

Pangkat : .. 

Jabatan : . 

N.I.P. : . . 


2. N a m a 
Pangkat 
Jabatan 
N.I.P. 


3. N a m a : . 

Pangkat : . 

Jabatan : . 

N.I.P. : .. 

Berdasarkan surat tugas dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan / 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi .. 

No. tanggal .. telah 

melakukan peiieriksaan satempat terhadap 

Nama Apotik : . 

A 1 a m a t : ..... 

Kecamatan : .... 

Kabupaten/Kotamadya : . 

Propinsi : . 


Dal am rancka 



































HASIL PEMERIKSAAN 


1 

1 

r 

i 

Keadaan pada 

Kenyataan 

1 

1 

no. : 

Perincian i 

saat pemerik- 

pada saat 

! Keterangan 

i 

i 

1 

1 

saan terakhir 

ini 

1 

1 

i 

t 

I. ! 

l 

BANGUNAN 


1 

1 

1 


1. Alamat Apotik 

2. Luas bangunan Apotik 
seluruhnya 


3. Bangunan terdiri 
dari : 

a. Ruang tunggu 


b. Ruang peracikan 
dan penyerahan 
obat 

c. Ruang administra 
si dan kamar ker 
ja Apoteker 

d. Ruang tempat 
pencucian aTat 


e. W.C. 


4. Keadaan bangunan : 

a. Dinding 


b. Langit-langit 


c. Atap 










No. 


Perincian 


Keadaan pada 
saat pemerik- 
saan terakhir 


Kenyataan 
pada saat 
ini 


Keterangan 


d. Lantal 


5. Kelengkapan bangunan 
calon Apotik 

a. Sumber air 


b. Penerangan 


c. Alat pemadam 
kebakaran 


d. Ventilasi 


e. Sanitasi 


8. Pa’pan nama 


II. 


PERLENGKAPAN 


1. Alat pembuatan, pe- 
ngolahan dan pera - 
cikan. 

a. Galas ukur, 

10 ml, 100 ml, 
250 ml 







Perincian 


Keadaan pada 
saat pemerik- 
saan terakhir 


Kenyataan 
pada saat 
ini 


Keterangan 


b. Labu erlanmeyer 
100 ml, 250 ml, 
1 liter 


c. Gelas oiala 
100 ml, 500 ml, 
1 1iter 


d. Panci pengukur 
1 liter 


e. Coiong berbagai 
ukuran 


f. Timbangan mili- 
gram dengan anak 
timbangan yang 
sudah ditera 

g. Timbangan gram 
dengan enam tim¬ 
bangan yang su¬ 
dah ditera 

h. Thermometer, ber 
kala 100°C 


i. Mortir garis 

’ tengah 5 sampai • 
dengan 10 cm dan 
10 sampai 15 cm 
beserta alu 

j. Spate1 logam/ 
tanduk/plastik 
dan porselen 


k. Cawan penguap 
porselen, garis 
tengah 5 sampai 

denaan 15 rm 








n. Kompor atau alat 
pemanas yang 
sesua-; 

o. Panci 


p. Rak tempat penge 
ringan alat 


2. Perlengkapan dan 
alat perbekalan 
farmasl 

a. Eotol 


b. Lemari dan rak 
untuk penyimpanan 
obat 


c. Lemari pendingin 

$ 


d. Lemari untuk pe¬ 
nyimpanan racun, 
narkotika dan 
bahan obat berba 
haya lainnya 

3. Wadah pengemas dan 
pembungkus : 
a. Etiket 







NO. 

Perincian 

Keadaan pada J 
saat pemerik- J 
saan terakhir [ 

Kenyataan 

pada saat i Keterangan 
ini | 


b. Wadah pengemas 


1 

! 

1 

1 
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! yang diwajibkan ! 

1 

1 


2. Kumpulan peratu- 
ran perundang- 
undangan yang 
berhubungan de- 
ngan Apotik 

6. Tempat penyimpanan 
khusus narkotikt 






III. PERSONALIA 


1. Mama Apoteker Pengelola Apotik 
AT a m. a t 

Nomor S.I.K. 

2. Apoteker Pedamping 
AT a m a t 
Nomor S.I.K. 

3. Nama Pemilik Sarana Apotik 
A 1 a m a t 

4. Asisten Apoteker : 

a. Nama 
Nomor S.I.K. 

b. N a m a 
Nomor S.I.K. 

c. N a m a 
Nomor S.I.K. 

d. Nama 
Nomor 3.I.K. 

5. Tenaga lain : 


Ya/Tidak 
Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 


a. Administrasi : orang 

b. Juru racik : orang 

c. Keamanan : orang 

d. Lain-lain : orang 


6. Apakah Apoteker Apotik bekerja penuh di Apotik ? 

7. Jika tidak, apakah Apoteker tersebut bekerja pada perusa- 
haan lain ? 


8. Jika Apoteker bekerja sebagai Apoteker Pengganti/Pendam - 
ping, apakah sudah dilaporkan kepada Kantor Wilayah De - 
partemen Kesehatan setempat ? 

9. Apakah Apoteker Pengelola Apotik/Apoteker Pengganti/Apo - 
teker Pendamping selalu berada di Apotik selama Apotik 
buka ? 



























IV. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 


1. Apakah ruang dalam bangunan Apotik berada dalam keadaan 
bersih ? 

2. Apakah Apotik hanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi Apotik (yang ada hubungan dengan pel a - 
yanan kesehatan) ? 

3. Apakah Apotik pernah menerima resep dengan obat Generik 
dan menggantinya dengan obat paten ? 

4. Apakah Apotik pernah melayani resep dengan mengganti obat 
tanpa konsultasi dengan dokter penulis resep ? 

5. Apakah Apotik hanya melaksanakan pengadaan, penyimpanan 
dan penyaluran obat-obatan yang terdaftar pada Departemen 
Kesehatan R.I. ? 

6. Apakah obat-obat yang tersedia di Apotik bersumber dari 
pabrik, PBF atau sumber lain yang sah ? 

(cek dari bukti faktur). 

7. Apakah tersedia obat-obat Generik sesuai dengan DCEM untuk 
Rumah Sakit tipe C-D ? 

8. Apakah surat pesanan selalu ditandatangani oleh Apoteker 
Pengelola Apotik atau Apoteker Pendamping/Pengganti ? 

9. Apakah surat pesanan selalu memakai blanko surat pesanan 
dari Apotik ? 

10. Apakah surat pesanan memcunyai ncinor yang berurut ? 

11. Apakah faktor penerimaan obat selalu ditandatangani oleh 
Apoteker/Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama terang 
dan No. SIK ? 

12. Apakah Apotik hanya menyerahkan obat'/bahan obat- keras di- 
luar daftar obat wajib Apotik dengan resep dokter ? 

13. Jika obat/bahan obat keras diserahkan tanpa resep dokter 
apakah diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan pera - 
tbran perundang-undangan yang berlaku ? 

14. Apakah dipergunakan kartu stok ditempat penyimpanan obat ? 

15. Apakah dalam kartu stok tercantum : 

a. Nama obat 

b. Sumber obat 

c. Sumber pembelian 

d. Jumlah pemasukan obat' 

e. Jumlah pengeluaran obat 

f. Sisa obat 

g. Nomor batch 

h. Tanggal kadaluarsa 

16. Apakah jumlah obat dalam kartu stok sesuai dengan jumlah 
yang ada ? 

17. Apakah ditemukan obat-obat lama, rusak atau kadaluarsa ? 


Ya/Tidak 

Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 

Ya/Tidak 
Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 
Ya/Tidak 

Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 

Ya/Tidak 
Ya/Tidak 



Ya/Tidak 


18. Jika ya, aoakah penyimpanannya terpisah dari cfcat lain- 
nya ? 

19. Apakah ada tempat penyimpanan khusus untuk obat yang peka 
(ruangan ber AC/lemari pendingin) ? 

20. Apakah semua obat yang diterima di Apotik dimasukkan dal am 
buku penerimaan ? 

21. Apakah semua obat yang dipesan di Apotik dimasukkan dalam 
buku pembelian ? 

22. Apakah setiap penjualan dilengkapi dengan faktur/nota pen- 
j ualan ? 

23. Apakah setiap penjualan dicatat dalam buku penjualan ? 

24. Apakah Apotik melayani/menerima resep/salinan resep yang 
jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? 

25. Apakah salinan resep diparaf/ditandatangani oleh Apoteker 
Pengelola Apotik/Apoteker Pendamping/Pengganti ? 

26. Apakah resep disimpan menurut urutan tanggal dan nomor 
urut resep ? 

27. Apakah resep yang mengandung narkotika disimpan terpisah 
dari resep lainnya ? 

28. Apakah setiap pengeluaran narkotika dicatat dalam tjku 
pencatatan narkotika ? 

(cek beberapa item) 

29. Apakah pernah dilakukan pemusnahan resep ? 

30. Jika ya, apakah pemusnahan resep tersebut dilakukan se - 
suai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ? 

31. Apakah narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan' 
ketentuan yang berlaku ?• 


Ya/7idak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 
Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Ti'dak 



V. LAIN-IAIN 


1. Jumlah rata-rata lembar resep perhari : ... lembar 

2. Harga rata-rata perlembar resep : Rp ........ 


Apoteker Pengelola Apotik, Petugas Pemeriksa : 



3. 


Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat rangkap 4. (empat). 
Oisa/npaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta. 

2. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. Propinsi ... 

3. Apoteker Pengelola Apotik . 
















3. Dengan menggunakan sarana : mi1ik sendiri/mi 1ik pihak lain. 

Nana pemilik sarana : . 

A 1 a .ti a t : .. 

Ncnor Pokck V/aj i b Pa; ak : . 

( NPWP ) 


Bersama permohcnan ini kami lampirkan : 

1. Salinan/fotokcpi Surat Izin Kerja Apoteker. 

2. Sal inan/fotckopi Kartu Tar.da Penduduk. 

3. Sail nan/fotokopi der.ah bar.gunan. 

4. Surat yang mangatakan status bangunan dalam bentuk akte hak 
miHk/sewa/kontrak. 

5. Daftar Asisten Apotakar dengan mancantumkan nama alamat, tanggal lulus dan 
ncmor surat izin kerja. 

6. Asli dan salinan/fotokcpi daftar terperinci alat perlengkapan Apotik. 

7. Surat pernyataan dari Apcteker Pengelola Apctik bahwa tidak bekerja tetap 
pada parusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apotakar Pengelola Apctik 
di Apotik lain. 

8. Asli dan sc.l inan/fotokcpi surat izin atasan (bagi pemchcn pegavvai Negeri, 
anggota AerI dan pegawai Instansi Pemerintah lainnya). 

3. Akte Perjanjian Kerja Sana Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana 
Apotik. 

10. Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan per- 
undang-undangan dibidang cbat. 


Oemikianian permohcnan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami 
sampaikan terima kasih.- 
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FORM. APT- 2. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : I332/MENKES/SK/X/2002 

TENTANO : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBER1AN IZIN APOT1K 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN /KOTA ... 


Nomor 

Lampiran 

Perihal : Permohonan Izin Apotik 


Kepada Yth ; 

Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/-Balai 
POM . 


cii- 


Sehubungan dcngan surat permohonan dari Apoteker . Nomor. . Tanggal . perihal 

permohonan izin Apotik, maka dengan ini kami tugaskan Sandara segera melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan Apotik 

. di alamat . hasil pelaksanaan pemeriksattn tersebut supaya disampaikan kepada kanii 

dalam bentuk Berita Acara ( Form APT-3) sclambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak surat ini diterima. 

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 


Kcpala Dinas Kcsehattan Kabupatcn / Kota 


NIP. 


Tembusan Kepada Yth; 

1. Menteri Kesehatan Rl di Jakarta 

2. Arsip. 
















Nomor Polcok Wajib Oajak ( NPWP ) 



— O 00 vj O' Ul A i-J W « CD 

O' . n 

•n 



LAMPIRAN PERATURAN MENTERIKESEHATAN 
NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002 

TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 







































































































